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SALINAN

BUPATI BINTAN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN
IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

a. bahwa dalam upaya pembinaan Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan serta
untuk meningkatkan kom petensi, prestasi, dedikasi
dan produktifitas kerja, perlu mem berikan
kesem patan bagi Pegawali Pem erintah Kabupaten
Bintan untuk mengikuti pendidikan melalui tugas

belajar dan izin belajar;

b. bahwa berdasarkan pertim bangan sebagaim ana
dim aksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Bintan tentang Pedoman Pem berian
Tugas Belajar Dan Izin Belajar bagi Pegawai di

Lingkungan Pem erintah Kabupaten Bintan;

1. Undang-Undang Nom or 12 Tahun 1956 tentang
Pem bentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkup Daerah Kabupaten Sum atera Tengah

(Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 25 Tam bahan Lem baran Negara Nomor 3896);

2. Undang-Undang Nom or 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pem erintah Daerah (Lem baran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nom or 125 Tam bahan

Lem baran Negara Republik Indonesia, Nomor 4437)
sebagaim ana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59; Tambahan Lem baran Negara Republik

Indonesia, Nom or 4844);

4. Peraturan Pem erintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang
Pendidikan Tinggi (Lem baran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nom or 115 Tam bahan

Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);

Indonesia Nom or 5153);

5. Undang-Undang Nom or 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;



5. Peraturan Pem erintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lem baran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lem baran Negara Republik Nomor 5135);

6. Peraturan Pem erintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Form asi Pegawai Negeri Sipil (Lem baran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nom or 194
Tam bahan Lem baran Negara Republik Indonesia
Nomor 4015) sebagaim ana telah diubah dengan
Peraturan Pem erintah Nomor 11 Tahun 2003

(Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 17 Tam bahan Negara Republik Indonesia

Nomor 4332);

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang

Pem berian Tugas Belajar;

8. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1986 tentang
Tunjangan Tugas Belajar bagi Tenaga Pengajar Biasa
pada Perguruan Tinggi yang ditugaskan mengikuti

Pendidikan pada Fakultas Pasca Sarjana.

Mem perhatikan 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reform asi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor : 04 Tahun 2004 Tentang Pem berian Tugas

Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil

(PNS);
2. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Departem en Pendidikan N asional Nom or

595D5.1/T/2007, tanggal 27 Februari 2007 tentang

Larangan Kelas Jauh;

3. Surat Badan Kepegawain Negara Nomor
K.Reg.1/014/26A /2010, tanggal 4 Februari 2010

perihal Izin Belajar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PEMBERIAN

TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupatiiniyang dimaksud dengan

1.

2.

Daerah adalah Kabupaten Bintan;

Bupatiadalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;

.Pem erintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

.Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
sebagaim ana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

.Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah Warga Negara Indonesia yang

melamar, lulus seleksi, dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawali
Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.



Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada Pegawai Pemerintah Daerah
yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti jenjang pendidikan setingkat
lebih tinggi yang diarahkan sesuai dengan kebijakan dan program yang
ditetapkan oleh Pem erintah Daerah atas inisiatif dan pem biayaan oleh

Pegawaiyang bersangkutan, dan pelaksanaannya diluar jam kerja;

.Pegawai Tidak Tetap (PTT) adalah Tenaga Harian Lepas dan yang

dipersamakan, yang diangkat untuk melaksanakan tugas Pem erintahan dan

Pem bangunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;

.Tugas Belajar adalah Penugasan Pegawai yang mendapatkan Perintah dari

Bupati Bintan untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan program atau
bidang kajian yang dibutuhkan oleh Pem erintah Daerah dengan
meninggalkan tugas dan kewajibannya;

Tugas Belajar Khusus adalah Penugasan Pegawai yang mendapat Perintah
dari Bupati Bintan untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan program
atau bidang kajian yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dengan
meninggalkan tugas dan kewajibannya yang dibiayai oleh Departemen

Lem baga atau Instansilain.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Pem berian tugas belajar atau izin belajar adalah mem berikan
kesem patan kepada Pegawai untuk mengikuti program pendidikan guna
meningkatkan pengetahuan, keteram pilan dan profesionalism e agar

mampu mem berikan pelayanan kepada m asyarakat yang lebih baik.

(2) Tujuan Pem berian tugas belajar, izin belajar dan surat keterangan

Pe
be
Se

melanjutkan studi adalah untuk mencukupikekurangan akan tenaga ahli
dan atau teram pil yang berpengetahuan luas dan mem pertinggi m utu
kecakapan dan kem ampuan Pegawai kaitannya dengan pem binaan karier

di Lingkungan Pem erintah Daerah.

BAB III

KEWENANGAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN
SURAT KETERANGAN MELANJUTKAN STUDI

Pasal 3

m berian tugas belajar adalah kewenangan Bupati, sedangkan untuk izin
lajar dan surat keterangan m elanjutkan studi menjadi kewenangan

kretaris Daerah.

Pasal 4

Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan kepada

Pe

a .

gawai Negeri Sipil (PNS) dengan ketentuan sebagai berikut

PNS yang telah mem iliki m asa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung
sejak diangkat sebagai PNS;

Mendapatkan izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang;

Tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang
sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja atas
izin pim pinan instansi;

Unsur Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dalam 1 (satu) tahun
terakhir paling kurang bernilai baik;

Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;



Tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat seang atau berat;

Tidak sedang jalan pem berhentian sementara sebagai PN S;

Pendidikan yang akan ditem puh dapat mendukung pelaksanaan tugas
jabatan pada unit organisasi;

Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;

Program studi di dalam Negeri yang akan diikuti telah mendapatkan
persetujuan/akreditasi minimal B darilem baga yang berwenang;

Pegawai tidak berhal untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam

pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat form asi.

Pasal 5

Pem berian izin belajar untuk mengikuti pendidikan harus mem pertim bangkan

keterkaitan dengan kebutuhan pendidikan yang ditem puh dengan tugas pokok

instansi yang bersangkutan.

Pasal 6

Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan kepada

Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut

a .

PNS yang telah mem iliki m asa kerja paling kurang 1 (satu) tahun sebagai

terhitung sejak diangkat sebagai PNS;

Untuk ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan

sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh

masing-m asing instansi;

Mendapatkan surat tugas dari pejabat yang berwenang;

Bidang ilmu yang ditem puh sesuaidengan pengetahuan atau keahlian yang

dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis

beban kerja dan perencanaan SDM instansimasing-masing;

Usia maksimal:

1) Program Diploma I, Diploma II, dan Diplom a III, dan Program Strata 1
(S-1) atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) Tahun;

2) Program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 40 (em pat
puluh) Tahun;

3) Program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 40 (em pat
puluh) Tahun;

Untuk daerah terpencil, tertinggal, dan terluar atau jabatan sangat

diperlukan, usia maksimal dapat ditetapkan menjadi

1) Program Diploma I, Diplom a II, Diplom a IIl dan Program Strata 1 (S-1)
atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) Tahun;

2) Program Strata Il (S-2) atau setara berusia paling tinggi 42 (em pat puluh
dua) Tahun;

3) Program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 47 (em pat
puluh tujuh) Tahun;

Program studi didalam Negeri yang akan diikuti telah mendapatkan

persetujuan / akreditasi minimal B darilem baga yang berwenang;

Bagi PNS yang mendudukijabatan structural dibebaskan dari jabatannya;

Bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional dibebaskan sementara dari

jabatannya;

Setiap wunsur Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dalam 1 (satu) tahun

terakhir paling kurang bernilai baik;

Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

Tidak sedang menjalani pem berhentian sem entara sebagai PN S;



.Jangka Waktu Pelaksanaan

1) Program Diploma I (D-I) paling lama 1 (satu) Tahun;

2) Program Diplom a II (D -II) paling lama 2 (dua) Tahun;

3) Program Diplom as IIl (D -III) paling lama 3 (tiga) Tahun,;

4) Program Strata I (S-1) / Diploma IV (D-IV) paling lama 4 (empat) Tahun;

5) Program Strata Il (S-2) atau setara paling lama 2 (dua) Tahun,;

6) Program Strata IIl (S-3) atau setara paling lama 4 (em pat) Tahun;

Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada

huruf m masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 tahun (2

sem ester) sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan sponsor dan / atau

instansi;

Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan

perpanjangan waktu 1 tahun sebagaimana dimaksud pada huruf n, dapat

diberikan perpanjangan kem bali paling lama 1 tahun, dengan perubahan

status menjadiizin belajar;

Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada huruf o

PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas

belajar;

Dalam mem berikan tugas belajar, setiap instansi harus mem berikan

kesem patan yang sama bagisemua PNS sesuai dengan bidang tugasnya;

PNS yang telah melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kem bali untuk

Negara pada unit kerja instansi tem pat pegawai bersangkutan bekerja

sem ula (Kewajiban Kerja) dengan ketentuan sebagaiberikut

1) Pem berian tugas belajar di dalam negeri, kewajiban kerja yang harus
dijalani adalah tiga kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus (3 x n).

2) Pem berian tugas belajar di luar negeri, kewajiban kerja yang harus
dijalani adalah tiga kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus (3 x n).

3) Dengan mem pertim bangkan kebutuhan organisasi dan pelayanan
kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja
pada suatu unit kerja di suatu instansi sebagaimana dimaksud pada
angka 1) dan angka 2) dapat dikurangi atau ditam bah berdasarkan
kebijakan dari pim pinan tertinggi instansi yang bersangkutan.

PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut

dengan persyaratan

1) Mendapat izin dari pim pinan instansinya;

2) Prestasi pendidikan sangat memuaskan;

3) Jenjang pendidikan bersifat linear; dan

4) Dibutuhkan oleh organisasi.

Kew ajiban kerja bagi PNS sebagaimana huruf r, diakumulasikan setelah

PNS selesai melaksanakan tugas belajar pada jenjang pendidikan terakhir;

PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang

lebih tinggi, kecuali terdapat form asi.

Pasal 7

Tugas belajar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan

kepada Pegawai Negeri Sipildengan ketentuan sebagaiberikut

a .

Mendapatkan perintah dari Bupati;
Tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan; dan
Tugas belajar khusus di biayai oleh Departemen, Lem baga atau Instansi

lain .



d.

Setelah selesai tugas belajar khusus yang bersangkutan w ajib
mengabdikan kepada Pemerintah Kabupaten Bintan selama 10 (sepuluh)

tahun.

Pasal 8

Surat keterangan melanjutkan studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

diberikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil dengan

ketentuan sebagai berikut

a .

Pada saat diangkat Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sedang
melanjutkan studi;

Pegawai Negeri Sipil yang sedang menem puh pendidikan pada saat yang
bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil; dan

Calon Pegawai Negeri Sipil tidak berhak untuk menuntut Penyesuaian

Ijazah.

BAB 1V
TINGKAT PENDIDIKAN DAN PERSYARATAN

Pasal 9

Izin belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti program
pendidikan SMP, SMU/SMK, Diploma I, Diploma II, Diplom a III, Diplom a
IV, Strata I, Strata Il dan Spesialis / Strata III.

Tugas belajar dan tugas belajar khusus diberikan kepada Pegawai Negeri
Sipil yang mengikuti program formal Diploma I, Diploma II, Diplom a III,
Diplom a IV, Strata I, Strata II, Dokter Spesialis dan Strata III.

Surat keterangan melanjutkan studi diberikan kepada Calon Pegawali
Negeri Sipil Daerah yang mengikuti Pogram Pendidikan setingkat lebih

tinggi dariijazah yang digunakan sebagaidasar pengangkatan.

Pasal 10

Sebagai bahan pertim bangan pejabat yang berwenang dalam pem berian Tugas

Belajar Khusus Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melam pirkan

a
b.

(e}

ol [N

5o

Surat permohonan yang bersangkutan kepada atasan langsung;

Surat permohonan kepala SKPD kepada Bupati Bintan;

Fotocopy sah DP-3 1(satu)tahun terakhir;

Fotocopy sah SK CPN S;

Fotocopy sah SK PNS;

Fotocopy sah SK Pangkat Terakhir;

Fotocopy sah Karpeg;

Surat keterangan dari instansi/Lem baga yang menerangkan/menyatakan

akan mem biayai pendidikan tersebut; dan

Pasal 11

Sebagai bahan pertim bangan pejabat yang berwenang dalam pem berian izin

b

a
b.

(e}

o

elajar, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melam pirkan

Surat permohonan yang bersangkutan kepada atasan langsung;
Surat permohonan kepada Bupati;

Surat pernyataan Izin Belajar;

Fotocopy Kartu Pegawai;

Fotocopy sah DP-3 tahun terakhir;



f. Fotocopy sah SK Pangkat Terakhir;

g. Surat keterangan dari Lem baga Pendidikan/Perguruan Tinggi dan Jadwal

Perkuliahan.

Pasal 12

Sebagai bahan pertim bangan pejabat yang berwenang dalam pem berian izin
belajar, Pegawai PTT/Honorer yang bersangkutan melampirkan

Surat permohonan yang bersangkutan kepada atasan langsung;

Surat permohonan yang bersangkutan;
c. Surat pernyataan Izin Belajar;
d. Fotocopy sah surat keterangan dari kam pus;
e. Fotocopy surat keterangan akreditasi B dari BAN-PT;
f. Fotocopy sah SK Pengangkatan PTT/Honorer;
g. Fotocopy sah Daftar Nilai Hasil Studi.

Pasal 13

Pejabat Pem bina Kepegawaian dapat mem berikan rekomendasi kepada

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pem rintah Kabupaten Bintan yang akan

melakukan seleksi / test pada lem baga pendidikan yang menetapkan

persyaratan seleksi / test.

BAB V
HAK DAN KEWAUJIBAN

Pasal 14

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar berhak menerim a

tunjangan belajar dengan kem am puan Keuangan Daerah

(2) Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar selama mengikuti

pendidikan tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar diberikan kenaikan

pangkat penyesuian ijazah berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

(4) Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar wajib menanda tangani

surat Perjanjian tugas belajar (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten

Bintan.

(5) Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar atau izin belajar wajib

mem buat laporan kepada pim pinan instansi pem beri tugas belajar atau

izin belajar dengan ketentuan sebagaiberikut

a. Laporan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani, paling kurang 1

(satu) kali dalam setahun.

b. Laporan hasil pelaksanaan tugas belajar atau izin belajar, pada akhir

melaksanakan penugasan.

Pasal 15

(1) Pegawai yang diberikan izin belajar, tugas belajar dan surat keterangan
m elanjutkan studi wajib melapor kepada Bupati Cq. Kepala Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Bintan secara berkala dengan

m elam pirkan hasil akadem ik yang diperolehnya.



(2)...

(2) Pegawai yang diberikan Izin Belajar, Tugas Belajar dan Surat Keterangan

Melanjutkan Studi setelah menyelesaikan pendidikannya w ajib

m elaporkan secara tertulis kepada Bupati Cq. Kepala Badan Kepegawaian

D

aerah Kabupaten Bintan.

Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar wajib menyelesaikan

pendidikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI, GANTI RUGI, DAN PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT

Pasal 17

1. Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas belajar yang tidak dapat

menyelesaikan pendidikannya diberikan sanksi Adm inistrasi dan ganti rugi

sebagai berikut :

Hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan;

Pencabutan pem berian tugas belajar dan diwajibkan mengem balikan
sem ua biaya tunjangan belajar yang telah diterima, apabila yang
bersangkutan mengundurkan diri tanpa alasan yang sah, atau
dikeluarkan oleh lem baga pendidikan;

Kew ajiban mengem balikan / menyetor ke kas Daerah sejumlah biaya
yang telah dikeluarkan selama Tugas Belajar dan ditambah dengan
jumlah 300% dengan ketentuan masa ikatan dinas yang dilaksanakan
harus diperhitungkan dalam menentukan besarnya ganti rugi yang
harus dubayar oleh PNS yang bersangkutan;

Pem berhentian pem berian tunjangan belajar dan diwajibkan wuntuk
menyelesaikan pendidikannya atas biaya sendiri, apabila yang
bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pendidikan tepat pada

waktunya.

2. Pegawai Negeri Sipil yang sudah menyelesaikan Tugas Belajar tidak

m elaksanakan Tugas Kem bali secara Kom ulatif selama 2 bulan dan / atau

tidak m elapor ke unit kerja, diberikan sanksi sebagai beikut

a .

Biaya

Kew ajiban ganti rugi untuk mengem balikan / menyetor ke kas Daerah
sejumlah yang telah dikelola selama tugas belajar dan ditam bah dengan
500% dari jumlah biaya masa ikatan dinas yang dilaksanakan;

Apabila tidak dapat dilaksanakan oleh PNS, kewajiban pada huruf a
tersebut diatas, maka Bendahara di SKPD yang bersangkutan dapat
memotong gaji dan penghasilan diterima PNS, sehingga pelunasan
dalam huruf a dapat terpenuhi;

Pem berhentian dengan Tidak Hormat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).

BAB VII
PEM BIAYAAN
Pasal 18

yvang diperlukan untuk tugas belajar dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan atau sumber lain yang sah dan

tidak mengikat atau atas biaya sendiri bagi Pegawai Negeriyang bersangkutan;

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 19

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bintan melakukan pem binaan dan

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas belajar, izin belajar dan surat

keterangan melanjutkan studi;



BAB IX ... .. .o i
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati:

a. Bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Guru mengikuti program
tugas belajar untuk S1 atau setara usia paling tinggi 45 Tahun;
b. Izin Tugas Belajar dan Izin Belajar yang telah diberikan dinyatakan m asih

tetap berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupatiini mulai berlaku pada tangal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupatiini dengan penem patannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.
Ditetapkan di Bandar Seri Bentan

pada tanggal 27 Februari 2014

BUPATI BINTAN,
ttd

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 27 Februari2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN
ttd

LAMIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2014 NOMOR 17

Sesuai Denggh Aslinya
BAGIAN HUKUM

N



